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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan kebijakan pendaftaran International Mobile Equipment 

Identity (IMEI) yang berdampak secara signifikan terhadap 

pendaftaran pajak bea dan cukai serta pengendalian peredaran 

telepon seluler yang tidak terdaftar. Dampak ini dapat berbeda-beda 

tergantung penerapan dan penerapan kebijakan IMEI. Pendaftaran 

IMEI di wilayah Yogyakarta harus melalui pemeriksaan oleh 

peneliti Pajak Bea dan Cukai. Upaya edukasi mengenai tata cara 

pendaftaran IMEI ini mereka lakukan melalui program chat, yang 

mana penanggung jawab menjelaskan bahwa jika masyarakat ingin 

mendaftarkan IMEInya ke Bea Cukai dan Bea Cukai Yogyakarta, 

bisa mendaftar secara online, hanya melalui Bejo Training. 

Penanggung jawab di sini menyampaikan langkah-langkah 

mendaftarkan IMEI ponsel, komputer, tablet, dll, barang yang 

dibawa penumpang dari luar negeri. Sejak tahun lalu, Bea Cukai 

Yogyakarta telah memiliki inovasi bernama “FORMASI 

BEJO”(formulir pendaftaran IMEI yang diintegrasikan ke Kantor 

Bea Cukai KPPBC TMP B di Yogyakarta). Dengan dibuatnya Bejo 
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ini diharapkan penumpang tidak perlu lagi datang ke kantor Bea dan 

Cukai untuk mendaftarkan IMEI yang didatangkan langsung dari 

luar negeri, melainkan cukup mengisi formulir online. 

2. Kendala-kendala dari pelaksanaan kebijakan pendaftaran 

International Mobile Equipment Identity(IMEI) yang muncul  

seringkali barang HKT(ponsel, komputer, tablet) diimpor oleh jasa 

gudang tanpa mendaftarkan mekanisme pengiriman IMEI. Dalam 

hal ini, penerima barang harus mengkonfirmasi dengan layanan 

gudang bahwa hal ini diperlukan untuk deklarasi dan perlunya 

mendaftarkan IMEI pada Otoritas Bea dan Cukai. Kendala umum 

lainnya adalah kesalahan saat memasukkan data IMEI HKT, yang 

dapat mengubah data IMEI tergantung aplikasi dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. 

3. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mendaftarkan 

International Mobile Equipment Identity(IMEI) merupakan langkah 

penting dalam pengendalian peredaran telepon seluler ilegal dan 

mendukung pendapatan bea dan cukai. Untuk mengatasi kendala 

yang mungkin timbul pada saat registrasi IMEI dan pengendalian 

ponsel yang tidak sah, salah satunya yaitu dengan meningkatkan 

kesadaran masyarakat dengan melakukan kampanye penyadaran 

masyarakat akan pentingnya membeli ponsel terdaftar, IMEI dan 

konsekuensi penggunaan ponsel tanpa izin. Menggabungkan 

berbagai upaya ini dapat membantu meningkatkan pendaftaran 
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IMEI, mengendalikan peredaran ponsel ilegal, dan mendukung 

pendapatan bea dan cukai.  

B. Saran 

 Saran yang dapat penulis berikan adalah meningkatkan penerimaan bea dan 

cukai dengan mewajibkan ponsel yang memasuki pasar didaftarkan IMEI, 

pemerintah dapat secara legal mengidentifikasi ponsel yang masuk. Hal ini dapat 

meningkatkan pendapatan pajak bea dan cukai karena ponsel yang tidak terdaftar 

tidak akan dikenakan bea masuk. Pengendalian peredaran telepon seluler illegal, 

Pendaftaran IMEI juga dapat membantu pemerintah  memantau dan mengendalikan 

peredaran telepon seluler ilegal. Ponsel ilegal tanpa IMEI terdaftar dapat dikenakan 

denda atau dikeluarkan dari peredaran. Pasar ponsel ilegal atau  bajakan mungkin 

masih ada dan berupaya menghindari kebijakan pendaftaran IMEI. 

Hal ini dapat mengurangi dampak positif dari kebijakan tersebut. Pendaftaran 

IMEI  memerlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, termasuk 

database yang handal, alat untuk memeriksa IMEI, dan staf terlatih. Kurangnya 

sumber daya bisa menjadi kendala. Kepatuhan Konsumen untuk mendaftarkan 

IMEI ponselnya juga bisa menjadi kendala. Beberapa konsumen mungkin tidak 

ingin berpartisipasi dalam proses pendaftaran yang dianggap rumit. Upaya  

mengatasi hambatan bea dan cukai pendaftaran IMEI serta pengendalian peredaran 

telepon seluler yang tidak terdaftar dapat meliputi:  
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1. Pemerintah sebaiknya menerapkan sanksi yang tegas terhadap ponsel 

ilegal dan dealer yang melanggar aturan registrasi IMEI agar 

menimbulkan efek jera. 

2. Kampanye edukasi dan kesadaran  masyarakat tentang pentingnya 

registrasi IMEI dan dampak positifnya dapat membantu 

meningkatkan kepatuhan konsumen. 

3. Pemerintah harus menginvestasikan sumber daya pada infrastruktur 

yang diperlukan untuk mendukung pendaftaran IMEI secara efektif. 

4. Kerja sama dengan negara lain dan otoritas internasional dalam 

masalah ini dapat membantu mengendalikan pergerakan telepon 

seluler ilegal  melintasi perbatasan. 

5. Pemerintah hendaknya terus mengkaji dan mengevaluasi kebijakan 

pendaftaran IMEI  untuk memastikan kebijakan tersebut tetap tepat 

dan efektif dalam menanggulangi permasalahan peredaran telepon 

seluler ilegal.  

Saran-saran ini dapat membantu pemerintah menerapkan kebijakan 

pendaftaran IMEI dengan lebih efektif  dan mengatasi hambatan yang 

mungkin timbul dalam prosesnya. 
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